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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

KEPUTUSAN DIREKTUR PERTZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 00.20/DPIBN/Xll.16

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai

dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna

mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait

dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan

publik wajib menetapkan standar pelayanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan

kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a,

maka perlu ditetapkan standar pelayanan perizinan instalasi dan bahan

nuklir dengan Keputusan Direktur Perizinan lnstalasi dan Bahan Nuklir.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5038);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan lnstalasi

Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 8,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan

Pengawas Tenaga Nuklir; (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 156,

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 215,

b.

2.

4.

5.



5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar

pelayanan;

Peraturan Kepala BAPETEN Tahun 14 Tahun 2014 tantang Sistem

Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/

K-OTK /-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas

Tenaga Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala

BAPETEN Nomor 1 1 Tahun 2008.

METUUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PER]ZINAN INSTALASI

DAN BAHAN NUKL]R

Menetapkan Standar Pelayanan untuk perizinan instalasi dan bahan nuklir

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Lampiran sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA adalah bagian yang

tidak terpisahkan dalam Keputusan ini:

a. Lampiran-l Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di lnternal

O rganisasi (M an ufactu ing)

b. Lampiran-ll Komponen Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan

(Serulce Delivery)

Standar pelayanan sebagaimana terlampir pada diktum PERTAMA ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan,

dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan

ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila

dikemudian hariterdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Desember2016

6.

7.

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

NlP. 1 96303231 985032002
u



LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERTZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : XXX TAHUN 2016

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

KOMPONEN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

IMANUFACTURTNGI

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkailan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib

memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

pemerintah, pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi lainnya serta

dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang pelayanan

publik tersebut, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan

dan memublikasikan maklumat pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

perizinan instalasi dan bahan nuklir disusun suatu standar pelayanan, adapun teknis

penyusunan standar pelayanan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan.

B. KOMPONEN 
'I'A'VUFA 

CTURING

I. Dasar Hukum

a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

b. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014tentang Pedoman Standar Pelayanan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan lnstalasi Nuklir dan

Pemanfaatan Bahan Nuklir.

e. Draft Perka tentang penanganan pengaduan masyarakat

t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

g. Peraturan Kepala BAPETEN Tahun 14 Tahun 2014 tantang Sistem Manajemen Badan

Pengawas Tenaga Nuklir.



h. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-OTK /-04
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana

diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2009.

ll. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan perizinan, alat tulis kantor,

komputer, internet, printer, telepon, faksim il.

Pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat

Perizinan lnstalasidan Bahan Nuklir di Lantai4 Gedung B BAPETEN, Jl. Gajah mada No.

8 Jakarta Pusat, Telp (021) 63851028, Fax (021) 63851028, Email :

dpibn@bapeten.qo.id.

lll. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir, meliputi:

1. Analis Radiasidan Keamanan Nuklir

a. Pendidikan minimalSMA dan sederajat; dan

b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

2. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda

a. Pendidikan minimalSl teknik dan MIPA

b. Telah mendapatkan pelatihan terkail tugas dan wewenangnya ; dan

c. Sesuai !J pengawas radiasi pertama dan muda

3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama

a. Pendidikan minimal 51 teknis dan MIPA;

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan

c. Sesuai lnformasiJabatan (lJ) pengawas radiasi Madya dan Utama

4. Kepala Subdirektorat (Ka.SuMit)

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

5. Direktur

Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

6. Analis PNBP

a. Pendidikan minimalD3; dan

b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

lV. Pengawasan lnternal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan

salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada

pola (on the trackl dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan



organisasi. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan
aktifitas program dan kegiatan pelayanan di Direktorat Perizinan lnstalasi dan Bahan
Nuklir (DPIBN). BAPETEN telah membentuk unit Kerja Pengawasan lnternaldalam hal ini
inspektorat dan SPI dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan pengawas Tenaga
Nuklir 01 Rev.2/ K-OTK /-04

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir, 5
(lima) orang yang mengisi posisi sebagai petugas penerima dokumen, pengampu/penilai

ulang, bendahara PNBP serta 20 (dua puluh) orang mengisi posisi sebagai penilai

dokumen, 3 (tiga) orang KaSubdit, dan 1 (satu) orang Direktur

Vl. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan
perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna.

Direktorat perizinan instalasi dan bahan nuklir akan dan sedang berupaya untuk

memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu lso g0ol :zo1s.

Vll. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem keamanan mutai dari pemeriksaan

keamanan di pintu gerbang, pintu gedung sampai ke pintu lantai 4 Gedung B, tempat
pelayanan perizinan. Selain itu lantai 4 Gedung B dilengkapi CCTV untuk memantau

keamanan lingkungan.

Vlll. Evaluasi Kineria Pelaksana

a. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan oleh unit kerja

penyelenggara pelayanan setiap saat dan apabila terjadi ketidaksesuaian dan

perubahan atas peraturan pelaksanaan.

b. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi

penerapan proses. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh unit Kerja

Pengawasan lnternal dalam hal ini lnspektorat. Evaluasi dilaksanakan melalui

antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat

dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.

c. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara

pelayanan harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan

pu bl i k/i novasi seca ra berkelanj u tan (co nti nuous i m p rove m e nt) .



LAi'PIRAN .II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR
NOMOR : XXX TAHUN 2016

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

(sERyrcE DELIVERYI

1. Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan tzin Tapak Fasilitas Penyimpanan
Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a. Program evaluasi tapak;
b. Sistem manajemen.

2. Prosedur

&
Pemohon Faeglstrasl

t2
iz+r!
KTt.,N

P.lhg bm. P.nll.i.n
K.l.69k@.. S H.d

T.kh.G Bulah

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

dalam rangka
persetujuan tapak.

b. Penilaian Teknis dan
Perbaikan dalam rangka
oersetuiuan taoak.

Paling lama 30 Hari

Paling lama 6 Bulan

4. Biaya Tidak Bayar
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN)
6. Pengelolaan Pengaduan Melalui surat tertulis, email

inspektorat@bapeten.go.id, telepon,
dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada
lnspektorai



2- Standar Pelayanan Penerbitan lzin Tapak Fasititas Penyimpanan Lestari Bahan
Bakar Nuklir Bekas

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administrasi

o bukti pendirian badan hukum;
a bukti hak atas tanah
o bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak

b. Teknis
. taporan pelaksanaan Evaluasi Tapak
o laporan pelaksanaan sistem manajemen

EvaluasiTapak;
O DID
a Dokumen yang memuat data utama fasilitas

penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas
2. Prosedur

Pemohon Fteglatrasl

Eleirdahara
PNEIP

3. Waltu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka penerbitan
lzin tapak

b. Penilaian Teknis
dalam rangka izin
tapak

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
rangka penerbitan
izin tapak

Paling lama 30 hari

Paling Lama 1 Tahun

Paling Lama 1 Tahun

4. Biaya Rp.121.000.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Neqara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapten go.id, telepon, danlatau
faksimilie 021-6302109 keoada lnspektorat

-.!ie+
KTL'N

G



3. Penerbitan lzin Konstruksi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir
Bekas

NO KOMPOITIEN URAIAN
1. Persyaratan o laporan analisis keselamatan;

o dokumen batasan dan kondisioperasi
o dokumen sistem manajemen;
o DID;
o program proteksidan keselamatan radiasi;
o dokumen sistem Safeguards;
a dokumen rencana proteksifisik;
o program manajemen penuaan;
. program Dekomisioning INNR;
o program kesiapsiagaan nuklir;
. program Konstruksi; dan
. izin lingkungan

2. Prosedur

Pernohon Fteglstrasl

ESendalrara
PNBP

Y(TL'N pallrag larr',a 2 Talr.Jn

3. Waktu Palins Lama 2 (tahunl
4. Biaya Rp.166.000.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada I nspektorat



4. Penerbitan Perpanjangan lzin Konstnrksi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan

Bakar Nuklir Bekas

5. Penerbitan lzin Komisioning Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir

Bekas

NO KOMPONEN URAIAN

1. Percyaratan a. laporan kemajuan kegiatan Konstruksi; dan

b. program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.

2. Prosedur

P€r"rohon Faegastrasa

Bendahara
PNBP

Penllalan Dokumen
pallng larrla 6 Bulatr

3. Waktu Paling Lama 6 (bulan)

4. Biaya Rp.15.500.000,-

5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)

6. Pengelolaan

Pengaduan

melalui surat tertulis, email dpibn@bapeten.go.id,

telepon, dan/atau faksimilie 021-63851028 kepada

Direktur Perizinan lnstalasidan Bahan Nuklir

NO KOMPONEN URAIAN
1. Percyaratan a. Administrasi

o bukti pendirian badan hukum;
. persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan meliputi
sertifikat layaik fungsi dari kepala daerah

o bukti pembayaran
b. Teknis

a laporan analisis keselamatan;
o dokumen batasan dan kondisioperasi
a dokumen sistem manajemen;
O DID;
o prooram proteksidan keselamatan radiasi;



c.

a dokumen sistem Safeguards;
o dokumen renana proteksifisik;
a program manajemen penuaan;
. program Dekomisioning INNR;
. program kesiapsiagaan nuklir;
o programKonstruksi;dan
o izin lingkungan
Finansial

o bukti kemampuan finansial untuk menjamin
pelaksanaan Komisioning sampai
pelaksanaan operasi;
bukti jaminan finansial pelaksanaan
Dekomisioning INNR; dan
bukti kemampuan finansial
pertanggungjawaban kerugian nuklir yang
berupa asuransi atau jaminan keuangan
lainnya.

a

2. Prosedur

Pernohor'! Reglstrasi

Berrdahara
PNBP

Penllaaan kel.lrgkaPan 30 Hara
P.nllalan Gr-n P.rlralkan Dokulrten

pallng la]na { Talrr'rn

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka lzin tapak

b. Penilaian Teknis
dalam rangka izin
tapak

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
ranoka izin tapak

Paling lama 30 Hari

Paling lama 6 Bulan

Paling Lama 6 Bulan

4. Biaya Rp.82.000.000
5. Produk Ketetaoan Tata Usaha Neqara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada lnspektorat



6. Penerbitan Perpaniangan lzin Komisioning Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan

Bakar Nuklir Bekas

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a.laporan kemajuan kegiatan Komisioning; dan

b. program dan jadwal pelaksanaan
Komisioninq yanq baru.

2. Prosedur

Pemo?ron Fleglstrasi

Bandahara
PNEIP

P-nllalan Tckrals Erokum.rn
pallraat l.]rla 6 Bulata

3. Waktu
Penilaian Teknis dalam
ranqka izin tapak

Paling lama 6 Bulan

4. Biaya Rp.15.500.000.-
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Neqara(KTUN)
6. Pengelolaan Pengaduan Melalui surat tertulis, email

inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 keoada lnspektorat

7. Penerbitan lzin Operasi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan Bakar Nuklir Bekas

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administrasi

o bukti pendirian badan hukum;
o Bukti Pembayaran

b^ Teknis
o laporan analisis keselamatan;
o dokumen batasan dan kondisioperasi;
o pro(fr"rn proteksidan keselamatan radiasi;
. program perawatan;
o dokumen sistem Safeguards;
o dokumen rencana proteksifisik;
o dokumen sistem manajemen;
o progrsrn Dekomisioning INNR;
. program kesiapsiagaan nuklir; dan
o laporan pelaksanaan izin lingkungan



2. Prosedur

Pernotron Faegistrasl

Elendalaara
PNBP

@'
KTL'N Penllalan Tekrals E)ok..rm-ra

l,allng l.rtaa 6 Bulan

3. Waktu
a. Penilaian Kelengkapan

Dokumen dalam
Rangka lzin operasi

b. Penilaian Teknis dalam
rangka izin operasi

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
ranoka izin operasi

Paling lama 30 Hari

Paling Lama 2 Tahun

Paling Lama 2 Tahun

4, Biaya Rp.137.000.000,-
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
D. Pengelolaan Pengaduan Melalui surat tertulis, email

inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada I nspektorat

8. Penerbitan Perpanjangan lzin Operasi Fasilitas Penyimpanan Lestari Bahan

Bakar Nuklir Bekas

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. laporan analisis keselamatan;

b. laporan penilaian keselamatan berkala;
c. laporan openasi; dan d. laporan kajian penqe?&

2. Prosedur



I

Pernohon Relrlstrasi

Elendahira
PNBP

Perrllalan E)oku]rt€rr
pallng tarr.ra 2 Tahun

3. Waktu
Penilaian Teknis dalam
rangka perpanjangan
izin operasi

Paling Lama 2 Tahun

4, Biaya Rp.106.500.000,-
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Neoara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada I nspektorat

9. Penerbitan lzin Tapak Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi,

pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang

bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administrasi

. buktipendirian badan hukum;
a bukti hak atas tanah
o buktipembayaran biaya permohonan izin tapak

b. Teknis
a laporan pelaksanaan Evaluasi Tapak
a laporan pelaksanaan sistem manajemen

EvaluasiTapak;
O DID
o Dokumen yang memuat data utama fasilitas

penvimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas
2. Prosedur



Patrrrohon Registrasa

Bcndahari
PNBP

P5r'.rq lanrG P-nilaian :

Kclongkapan Ooku,ton 30 H.ri

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka lzin tapak

b. Penilaian Teknis
dalam rangka izin
tapak

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
ranqka izin tapak

Paling lama 30 hari

Paling Lama 1 Tahun

Paling Lama 1 Tahun

4. Biaya Rp.101.000.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Neqara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie A21 -6302109 kepada I nspektorat

10. Penerbitan lzin Konstruksi Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konvelsi,

pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang

bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan o laporan analisis keselamatan;

o dokumen batasan dan kondisioperasi
o dokumen sistem manajemen;
O DlD;
o program proteksidan keselamatan radiasi;
o dokumen sistem safeguards;
o dokumen rencana proteksifisik;
o program manajemen penuaan;
o program Dekomisioning INNR;
a program kesiapsiagaan nuklir;
o program Konstruksi; dan
o izin linqkunqan

2. Prosedur



Pernohon Reglstrasi

Elendalriia
PNBP

p.rlng ,a]"ia 2 Talrrrn

3. Waktu Paling Lama 2 (tahun)
4. Biaya Rp.143.500.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, emait
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
fakgimilie 021 -6302109 kepada tnspektorat

l{. Penerbitan Perpanjangan lzin Konstruksi Fasilitas yang digunakan untuk
pemumian, konvelsi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir
dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi

radiometaluryi

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan a.laporan kemajuan kegiatan Konstruksi; dan

b. program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.

2. Prosedur

Pemohon Flcgistrasi

Elandaha
PNE}P

PGrallala!'t DokumGn
t,-llna, larn. 6 Elulalr

3. Waktu Paling Lama 6 (bulan)



4. Biaya Rp.15.500.000,-

5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KfUN)

6. Pengelolaan

Pengaduan

melalui surat tertulis, emaii@
telepon, dan/atau faksimilie 021-63851029 kepada

Direktur Perizinan lnstalasidan Bahan Nuklir

12. Penerbitan lzin Komisioning Fasilitas yang digunakan untuk pemumian,
konverci, pengayaan bahan nuktir, fabrikasi bahan bakar nuktir dan/atau
pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Administrasi

o buktipendirian badan hukum;
o persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan meliputi
sertifikat layaik fungsi dari kepala daerah

o bukti pembayaran
Teknis
a laporan analisis keselamatan;
o dokumen batasan dan kondisioperasi

dokumen sistem manajemen;
DID;
program proteksi dan keselamatan radiasi;

a dokumen sistem Safeguards;
o dokumen rencana proteksifisik;
o program manajemen penuaan;
. program Dekomisioning INNR;
o program kesiapsiagaan nuklir;
o program Konstruksi; dan
o izin lingkungan
Finansial
. bukti kemampuan finansial untuk menjamin

pelaksanaan Komisioning sampai
pelaksanaan operasi;

. bukti jaminan finansial pelaksanaan
Dekomisioning INNR; dan

o bukti kemampuan finansial
pertanggungjawaban kerugian nuklir yang
berupa asuransi atau jaminan keuangan
lainnya.

b.

o
o
o

c.

2 Prosedur



I

Pernohon Reglstrasi

Bendahira
PNBP

|,allng larna,t Tahun

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka lzin tapak

b. Penilaian Teknis
dalam rangka izin
tapak

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
ranqka izin tapak

Paling lama 30 Hari

Paling lama 6 Bulan

Paling Lama 6 Bulan

4. Biaya Rp.73.000.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada I nspektorat

13. Penerbitan Perpanjangan lzin Komisioning Fasilitas yang digunakan untuk
pemurnian, konvetsi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir

dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi

radiometalurgi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. laporan kemajuan kegiatan Komisioning; dan

b. program dan jadwal pelaksanaan Komisioning
yang baru.

2. Prosedur

Penllalan
Penllalan dan



Pernohor"! Fa.agistrasi

Elchdalrara
PNBP

-:,,.7ry
KTIJN Pcnllalan :t'cknls E)okurnara

pallng larna 6 Bul.n

3. Waktu
Penilaian Teknis dalam
rangka izin tapak

Paling lama 6 Bulan

4. Biaya Rp.'15.500.000,-
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada I nspektorat

14. Penerbitan lzin Operasi Fasilitas yang digunakan untuk pemumian, konyersi,

pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang

bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administrasi

o buktipendirian badan hukum;
o Bukti Pembayaran

b. Teknis
o laporan analisis keselamatan;
o dokumen batasan dan kondisioperasi;
o progEm proteksidan keselamatan radiasi;
o proQt'?ffi perawatan;
o dokumen sistem Safeguards:
. dokumen rencana proteksifisik;
o dokumen sistem manajemen;
o progmrYr Dekomisioning INNR;
o program kesiapsiagaan nuklir; dan
o laporan pelaksanaan izin lingkuogan



2. Prosedur

Perriohon Reglstrasl

Bendahara
PNBP

KTL.IN Kclcngkat,an dokumen 3(, har!
Penl!.lan tcknls 2 tahutr

Perlralkan 2 tahun

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka lzin operasi

b. Penilaian Teknis
dalam rangka izin
operasi

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
ranqka izin ooerasi

Paling lama 30 Hari

Paling Lama2Tahun

Paling Lama 2 Tahun

4. Biaya Rp.116.000.000,-
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Neqara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada I nspektorat

15. Penerbitan Perpanjangan lzin Operasi Fasilitas yang digunakan untuk

pemumian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir

dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi

radiometalurgi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Percyaratan a. laporan analisis keselamatan;

b. laporan penilaian keselamatan berkala;
c. laporan operasi; dan
d. laporan kaiian penuaan.

2. Prosedur



Pernohon

Bendahiri

Penllalan Erokurrrcra.r
pallng larma 2 Tahun

Waktu
Penilaian Teknis dalam
rangka. perpanjangan izin

Paling Lama 2 Tahun

Pengelolaan
Pengaduan

Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021-6302109 kepada I

16. Penerbitan |zin Dekomisioning Fasilitas yang digunakan untuk pemumian,

konverci, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau

pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometaluryi

NO KOMPONEN URAIAN
1. Percyaratan a. Administrasi

o buktipendirian badan hukum;
o buktipembayaran

b. Teknis
o progmffi Dekomisioning INNR untuk INNR

selain lnstalasi Penyimpanan Lestari untuk
Bahan Bakar Nuklir Bekas;

o prograffi proteksidan keselamatan radiasi;
o progrorn kesiapsiagaan nuklir; dan
o dokumen sistem manaiemen.

2. Prosedur



Pernol.lorr Fleglstrasi

Bendahiri
PNBP

]<elengkat'arr dokumen 3(, harl
Penllalan t.knls 12 bulan

Pert alkan 6 bulan

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka lzin
dekomisioning

b. Penilaian Teknis
dalam rangka izin
dekomisioning

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon
dalam rangka izin
dekomisionino

Paling Lama 30 hari

Paling Lama 12 bulan

Paling Lama 6 bulan

4, Biaya Rp.18.500.000,-
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id,
telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada
lnspektorat

17. Penerbitan pernyataan pembebasan tapak instalasi nuklir non reaktor

NO KOMPONEN URAIAN
1. Percyaratan o hasil pelaksanaan Dekomisioning INNR;

o hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif;
o laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
dan

o hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi
zat radioaktif di dalam dan di luar tapak

2. Prosedur



Pemohon Fleglstrasl

Elendahara
PNE}P

l(elentr,kap.rr dokurn.n 3(, lrarl
Penltalan t knle 12 bulan

Perlralk.n 6 butan

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka pernyataan
pembebasan

b. Penilaian Teknis
dalam rangka
pernyataan
pembebasan

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
rangka pernyataan
pembebasan

Paling Lama 30 hari

Paling Lama 6 bulan

Paling Lama 6 bulan

4. Biaya 12.500.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -6302109 kepada lnspektorat

18. Persetujuan modifikasistnrktur, sistem, dan komponen Fasilitas yang digunakan

untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir

danlatau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi

radiometalurgi

NO KOMPONEN URAIAN
{. Persyaratan o progr?ffi Modifikasi;dan

o sistem manaiemen.
2. Prosedur



FleglstrasaPerrrohor,r

Kelengkapan dokt ]'len 3(} harlPenllalan toknls e bulan
Perlralkan 12 butarr

Barn.tatiiri

a. Penilaian
Kelengkapan
Dokumen dalam
Rangka persetujuan
modifikasi

b. Penilaian Teknis
dalam rangka
persetujuan
modifikasi

c. Perbaikan dokumen
oleh pemohon dalam
rangka persetujuan
modifikasi

Paling Lama 30 hari

Paling Lama 6 bulan

Paling Lama'12 bulan

Pengelolaan
Pengaduan

Melalui surat tertulis, email inspektorat@bapeten.go.id,
telepon, dan/atau faksimilie 021-6302109 kepada

19. Penerbitan izin Penyimpanan zat radioaktif

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Administrasi

o identitas pemohon izin;
o akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
o izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh

instansi lain yang bennrenang sesuai dengan
peraturan perundang- undangan ; dan

o lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
dan Bahan Nuklir.

b. Teknis
. prosedur operasi;
o spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau

Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan
standar keselamatan radiasi ;



. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau
peralatan keamanan Sumber Radioaktif;

o plogrcm proteksi dan keselamatan radiasi
dan/atau program keamanan Sumber
Radioaktif;

o hasil pemeriksaan kesehatan
r data PPR
o Hasil analisis kandungan zat radioaktif
r Data Kuantitas TENARM
. Spesifikasi tempat penyimpanan

2. Prosedur

Pernohon Fleglatrasa

Ele.ndahCra
PNBP

KTTJN }<elerrlrka',an dokurnen 3 harl
Penllalan dokultten 12 lrarI

Penerblt-n KTIJN 5 Harl

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen

b. Penilaian terhadap
dokumen

c. Penerbitan KTUN

Paling lama 3 hari

Paling lama 12 hari

Paling lama 5 hari
4, Biaya 7.250.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie 021 -63021 A9 kepada I nspektorat

20. Penerbitan perpanjangan zin Penyimpanan zat radioaktif

NO KOMPONEN URAIAN
Percyaratan a. Administrasi

o identitas pemohon izin;
o akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
o izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh

instansi lain yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang- undangan; dan

o lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
dan Bahan Nuklir.

b. Teknis

1.



o spesilikasi teknis Sumber Radiasi pengion atau
laha.n Nuklir yang digunakan, sesual dengan
standar keselamatan radiasi;. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau
peralatan keamanan Sumber Radioaktif;

o progrsrn proteksi dan keselamatan radiasi
dan/atau program keamanan Sumber
Radioaktif;

o hasil pemeriksaan kesehatan
r data PPR
o Hasil analisis kandungan zat radioaktif
o Data Kuantitas TENORM
. Spesifikasi tempat penyimpanan

,-c3izilrr

-7
]<TrJN Kelengka,,an dcrkurn.n g rlart

Penllalan dokutarerl {2 harl
Penerbltan KTLTN 6 Hart

Pernohon

Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen

b. Penilaian terhadap
dokumen

c. Penerbitan KTUN

Paling lama 3 hari

Paling lama 12 hari

Paling lama 5 hari

Pengelolaan
Pengaduan

Melalui surat tertulis, email
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, darlatau
faksimilie 021-6302109 kepada I

21. Penerbitan perubahan izin Penyimpanan zat radioaktif

NO KOMPONEN URAIAN
1. Percyaratan a. identitas Pemegang lzin;

b. personil yang bekerja difasilitas;
c. perpindahan lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi



d. perlengkapan proteksi radiasi.

]<elengk.rran dokrrin.n 3 harlPenll.tatr dokurnen 12 harl
Pon.rbitan KTLrN E Hari

Regastrast

Bier,tdattara

Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen

b. Penilaian terhadap
dokumen

c. Penerbitan KTUN

Paling lama 3 hari

Paling lama 12 hari

Pengelolaan
Pengaduan

Melalui surat ffi
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, darVatau
faksimilie 021-6302109 kepada I

22. Persetujuan kegiatan intervensi tenorm

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan o Analisis Kandungan zat radioaktif

o Pemetaan paparan radiasi
o Rencana tindak intervensi

2. Prosedur



Pernohon Regilstrasi

Kclangkapan doku]t1cn 3 harl
Penllalan dokurr.len i2 hara

Penerlrltan I<TUN 6 Harl

Benclahara

3. Waktu
a. Penilaian

Kelengkapan
Dokumen

b. Penilaian terhadap
dokumen

c. Penerbitan KTUN

Paling lama 3 hari

Paling lama 12 hari

Paling lama 5 hari
4. Eqva 450.000
5. Produk Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN)
6. Pengelolaan

Pengaduan
Melalui surat ffi
inspektorat@bapeten.go.id, telepon, dan/atau
faksimilie O21 -6302109 kepada I nspektorat


